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ABSTRAK : − Untuk efektifitas pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara 
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada Badan 
Pembinan Ideologi Pancasila serta dalam rangka melaksanakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, 
Kepala Badan Pembinan Ideologi Pancasila sebagai pimpinan lembaga, perlu 
menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara 
pada Badan Pembinan Ideologi Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, perlu 
menetapkan Peraturan Badan Pembinan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara 
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain pada Badan Pembinan Ideologi Pancasila. 
 

  − Dasar hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2018; 
Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2023. 
 

  − Dalam Peraturan ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara 
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur hal-hal 
meliputi pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang, informasi dan 
pelaporan kerugian negara, mekanisme penyelesaian kerugian negara, 
penentuan nilai kerugian negara, penagihan dan penyetoran ganti kerugian 
negara ke kas negara, penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang negara, kedaluwarsa, pelaporan 
penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan, 
keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, dan 
mengenai tata cara penatausahaan berkas kasus kerugian negara. 
 

Catatan : − Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 25 Maret 2024. 

 Lampiran: 22 hlm. 
 


